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Korban Lumpur Lapindo
Enam Hari Bertahan di DPRD

Hari pertama Ramadan tidak menyurutkan semangat  Wargayang berurjok rasaite merupakan
korban lumpur Lapindo memperjuangkan hak atas
tanah mereka yang terendam lumpur.

Heri Susetyo

ULUHAN orang duduk dengan

menggelar tikar di luar pagar Ge-

dung DPRD Kabupaten Sidoarjo,

Jawa Timur, kemarin. Sebagian lain-
nya tidur-ticduran di depan gerbang,

Gedungwaklrakyat it terkesandiblokade
karena sulit bagi anggota dewan maupun
pihak lain untuk masuk ke halaman.

Kemarin dini hari, mereka menyempatkan
diri untuk sahur bersama dengan menu se-
derhana, antara lain tempe dan tkan asin.

Mercka adalah sebagian korban yang ta-
nah dan rumah mereka sudah tenggelam
akibat semburan lumpur. Hingga kemarin,
telah enam hari dan lima malam para korban
itu bertahan di depan pagar Gedung DPRD
Kabupaten Sidoarjo yang dijaga ketat oleh
petugas kepolisian.

Tidak satu pun di antara mereka bisa ma-
stk ke gedung wakil rakyatuntuk mengadu-
kan hilangnya rumah dan tanah mereka.

Korban lumpurini nekat berunjuk rasaka-
rena uang kontrak rumah selama dua tahun
yang, diberikan pihak PT Minarak Lapindo

Jaya sudah habis. " Proses pembayaran ganti
rugi yang, diberikan ternyata juga fersendal
sejak lima bulan terakhir," ujar Laili, sala
satu korban lumpur asal Desa Jatirejo.

Padahal, sesuai dengan Perpres Nomor 14
Tahun 2007, pembayaran ganti rugi tersebut
sudiah harus dilunasi sebelum masa kontrak
rumah warga korban lumpur habis.

korban yang pertama kali merasakan dam-
pak semburan lumpur Lapindo. Mereka
berasal dari Desa Renokenongo, Siring, dan
Jatirejodi Kecamatan Porong, serta Desa Ke-
dungbendodi Kecamatan Tanggulangin.

“Panasnya cuaca ketika menjalankan iba-
dah puasa di pinggir jalan seperti ini tidak
sepanas hati ini yang sudah dikelabui La-
pindo,” tambah Laili

Para pengunjuk rasa ini mengutarakan
belum akan menghentikan aksi sebelum tun-
utan pembayaran ganti rugi korban lumpur
dipenuhi seperti diatur dalam Perpres No-

Janjf Pambayaran Pomusintah

Gntl Rug! Kerlsan

ANEITN Yang wdah

mor 14 Tahun 2007,

Tanggung jawab pusat

Dalam menanggapi aksiitu, Bupati Sidoar-
jo Win Hendrarso berkomentar pihaknya
selama ini sudah banyak berupaya agar
persoalan ganti rugi warga korban lumpur
bisa segera dituntaskan.

Namun, tambahnya, keputusan penuntas-
an persoalan ganti rugi warga diakuinya
berada di tangan pemerintah pusat,

Selaku kepala daerah tingkat Il dia hanya
bisa melaporkan kepada pemerintah pusat
soal perkembangan nasib warga korban lum-
pur i lapangan. “Maka saya mengimbau

 warga korban lumpur untuk tidak menerus-

kan aksi bertahan di depan Gedung DPRD.
Silakan pulang ke rumah masing-masing.”

Orang nomor satu di Sidoarjo itu penah
menyempatkan diri mengunjungl warga
korban lumpur yang berunjuk rasa di depan
Gedung DPRD pacta Senin (9/8),

Pemkab, kata Win, memiliki keinginan
yang sama agar persoalan lumpur ini selesai,
seperti yang, dilakukan DPRD Sidoarjo, yang
membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lum-
pur agar bisa lebih fokus memperjuangkan
persoalan lumpur. Namun, hingga kemarin
belum ada pertemuan warga dan dengan
Pansus Lumpur, bupat, serta petinggi dari
P Minarak Lapindo Jaya. (N-1)
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